BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN

Menimbang

Mengingat

BANJAR TAHUN 2016 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

. bahwa untuk menjabarkan visi, misi dan program

Bupati kedalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan
umum, program prioritas Bupati dan arah kebijakan
keuangan Daerah, dengan mempertimbangkan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, perlu disusun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2016-2021;

. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 19 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan untuk Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2016-2021;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Banjar;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang tentang

KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kalimantan Selatan
Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah
Tahun 2009 Nomor 16);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN
2016 - 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Banjar.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021,
selanjutnya disingkat RPJMD 2016-2021 adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun
2016 sampai dengan tahun 2021.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan
Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.

6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat
rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana
kerja, dan pendanaanya, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun
yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2016-2021 selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan
Kerja Perangkat Daerah atau Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung
sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat BAPPEDA
adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar.

9. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Banjar.

Pasal 2

(1) RPUMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati ke dalam
strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas
Bupati, dan arah kebijakan keuangan daerah, baik yang didanai
langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dari sumber lain.

(2) RPUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
a. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra SKPD.
b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD.

(3) Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk :
a. mewujudkan pencapaian visi dan misi Daerah;

b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik
antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan
maupun antar tingkat pemerintahan;

c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
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penganggaran, pelaksanaan;
d. pengendalian dan pengawasan;
e. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan

f. mencapai pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan
dan berkelanjutan.

Pasal 3
SKPD melaksanakan program dalam RPJMD yang dituangkan dalam Renstra
SKPD.

Pasal 4

RPJMD disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Bab I :  Pendahuluan.

Bab Il : Gambaran Umum Kondisi Daerah.

Bab IIl : Gambaran Pengelolaan Keuangan daerah dan Kerangka Pendanaan.
Bab IV : Analisis Isu-isu Strategis.

BabV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.

Bab VI : Strategi dan arah Kebijakan.

Bab VII : Kebijakan Umum dan Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan.
Bab VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan.

Bab IX : Indikator Kinerja.

Bab X: Pedoman Transisi dan Kaedah Pelaksanaan.

Pasal 5

SKPD dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Bappeda
dalam menyusun Renstra SKPD.

Pasal 6

Kepala Bappeda melakukan pemantauan pelaksanaan RPJMD yang dituangkan
ke dalam Renstra SKPD.

Pasal 7

RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku sampai dengan ditetapkan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 menjadi Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-
2021.

- Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/



5
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 11 Mei 2016

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 11 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 20
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